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Abstraksi

Birokrasi adalal tatanan yang mengatui apa yang harus dilakadan oleh
suatu organisasi ggar dapat bekerja mencapai tyjuan, vang dalam keseharian dan
dikonotasikan sebagai apeavar pemeriniah.  Kondisi birokrasi pada saat ini telah
dinilai sebagai suctu organisasi yang sarat dengan tindak korupsi atan Eolusi.
Atwran yang seharusnya berlaku tidak diberlakukan wituk sena orang, di manu
orang-orang fertentu (yang dekal dengan pengambil keputusan atay yang dapat
“mendekati” pelaksana) dapat dikecualikan dari keharusan misalnya tidak perlu
aniri atau tidak melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, atau penyelesaian
masalalnya dapat diatur atau dialal yang memenangkan suatu kompetisi perebutan ||
swatu_proyek. Korupsi dolam bivokrasi dapar disoroti sebagai masalah moral
masalal ckonomi, masalah budaya dan masalah politik. Birckrasi yang berbasis
bebas korupsi terletak pada seb-rapa baik sistem birokrasi didesain, seberapa baik
Kesefahteracn masyarakat dan birokrasi dibangun, seberapa bagus moral birokrasi
dibina, seberapa bagus fungsi kontrol dileksanakan dan seberapa bagus budaya
Iudkrm dikembangkan dalam masyarakat.

I. PENGANTAR
a. Birckrasi yang saat ini sering diartikan sebagai aparat pemerintahan dari suatu
negara, padahal setiap organisasi dapat memiliki birokrasi, namun yang secara
giat menjalankan birokrasi adalah aparat pemerintah, sehingga konotast
tersebut tidaklah salah. Kondisi birokrasi pada saat ini telah dinilai schagal
suatu organisasi yang sarat dengan tindak korupsi atau kolusi. Aturan vang
scharusnya berlaku tidak diberlakukan untuk semua orang. di mana orang-
orang tertentu (vang dekat dengan pengambil keputusan atau yang dapat
“mendekati” pelaksana) dapat dikecualikan dari keharusan misainya tidak
perlu antri atau tidak melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, atau
penyelesaian masalahnya dapat diatur atau dialah yang memenangkan suatu

kompetisi perebutan suatu proyek dan sebagainya.

b. Tugas Birokrasi atau aparat pemerintah adalah melakukan pelayanan publik

yang berperan -memberikan layanan terhadap setiap kepentingan warga
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"".n'}asyarakdt yang membuiuhkan sesuatu b:asanya berupa pembuatan surai__
'-.:}\ucranﬂau pemjman pembenan rekomendasx program pengadaan barang-
"'barang atau pcraiatan yang daperiukan bxrokrag Serta pemberian konsultasx_
s pc__:mecahan schap permasaiahan yang chhadap; oieh setaap warga masyarakat
j'zixiw pelaksanaannya dlatux d1 daiam suatu aturan atau pr osedur yang hcuus
| Echpcdomam oleh para bxrokrat/petugas pemermtah dan chpatuhx oleh seuap'._.
."_""_":.wa: aa masyarakaz yax}g berkepent;ngan ' ' o
":'Apab:la suatu aturan/p;osedur yang dlbuat demxkxan ketat yanf7 diberlakukan :
":Isecma luoaa oleh petugas d:mIal _]uga atau dlcuriga; oleh umum sebagai

mempersuht warga masyarakat dalam mengurus l\epentmoannya di lain pihak

kutamya prosedur ini dlmanfaatkan Juga oieh para birokrat tertentu untuk
meﬂozus” “lzrdden mcome” dengan menawarkan jasa percepatan pelayanan™
dencan memunuut biaya ekstra yang dllakukan secara “sukarela”,

Di bebuapd kescmpatan hal ini telah d;patahi\an dengan pelaksanaan control
dalam bentuk inspeksi mendadai\ atau pemberantasan calo (misalnya pada
Layanan Surat ljin Mengemudi atau SIM) namun hanya bertahan beberapa

saat, tidak lama kemudian penyakxtnya kambuh lagi, terjadi pungli atau

pcrca}oan lagi, begitu pula dengan layanan pembelian tiket kereta api, tiket

' pesawat lterbang, pembuatan akta tanah, pembuatan surat ijin apapun dari

Birokrasi di segenap aspek Rehldupan masyarakat, bangsa dan negara tidak
Iei\anﬂ dan pengeluaran uang pelicin, uang jago, uang operasi, uang hadiah,
pembeman dan uang lainnya yang pola dan kadarnya berbeda satu sama lain,
ada yang terang-terangan (pasang tarif) ada pula yang seolah-olah tidak
memerlukan itu, tetapi apabila tidak ada uang dimaksud masalahnya menjadi
rumit bahkan berani mensahkan yang belum tentu benar.

Dari urzian diatas nampaknya Birokrasi kita telah memiliki aturan main pada
setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara namun

seberapa bagus dan seberapa jauh aturan tersebut telah dipahami dan

dilaksanakan di lapangan namnaknya menjadi.pertanyean-besar: aktbatirya

terithat dalam kondisi birokrasi kita yang diceritakan diatas. Selain itu fungsi

control pun, utamanya internal control atau institutional control telah
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dllaksanal\an }uga tetap: kurang efekrif karena kurang diimbangi oleh self

: ".'connol dan setaap b1rokrat/petugas dan soc:al conlrol dari masyarakat,

sementara xtu hasﬁ kerja yang sehalusnya dijadikan dasar kerja para birokrat

o 'udak atau Rurang dzrumuskan dengan baik, sehingga tidak ada tolok ukurnya
:apalam Lua itas haml 1\{31 janya masih juga belum dirumuskan secara baik.

CE Masalahnya sekaranﬁ mengapa orang—orang utamanya yang berada di dalam

e 'B;rokras: ddn orang orang yang berurusan dengan Birokrast senang

meiakukan korupsa'? Apablla diieiusum jawabnya dari tcxjadmya suatu

' ke_yahatan ada 4 (empat} unsur Icrjadmya kejahatan yaitu; (1) adanya niat jahat

'(desue to act cr zme) {2) kemampuan melakukan kejahatan (ability io act

cr mze) (_)) kesempatan meiakukan kejahatan (opportunity for committing

cl mre) dan (4) sasaran yang cocok (suitable targer). Dalam pelaksanaannya

mempat hal int mas:h harus dikaji lagi dengan satu unsur lagi yattu apakah

hasil yang dxdapat (pay off} lebih besar daripada biaya vang dikeluarkan

termasuk kemwungkinan resiko tertangkap (cost). Apabila pay off’ lebih besar

daripada Cost (pay off > cost) akan terjadi kejahatan, tetapi apabila (pay off <
cosi) tidak akan terjadi Ikejahatan.

8. Bagaimana halnya dengan kejahatan korupsi yang telah merasuki birokrasi
ni? Kapan atau délam kondisi yang bagaimana korupsi tersebut akan terjadi?
(1) Unsur niat melakukan kejahatan menjadi besar pada orang-orang yang
memiliki tingkat moral yang rendah atau yang pemahaman serta penerapan
kaidah agamanya juga rendah baik pada kalangan birokrat maupun pada
kalangan masyarakat yang akan berhubungan dengan birokrat, walaupun
kadang-kadang unsur niat tidak ada tetapi karena korupsi yang sudah
membiasa (membudaya) sehingga terjadi begitu saja dan sulit dihentikan,
disamping itu motivasi melakukan korupsi juga dapat didorong oleh upaya
pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak tercukupi oleh penghasilan yang
didapatnya atau piat korupsi dilatar belakangi oleh kepentingan kelompok

dalam mendukung kepentingan politik, (2) Unsur kemampuan melakukan

kejahatan menjadi besar pada orang-orang yang memahami aturan main

dalam birokrasi atau sistem atau prosedur birokrasi dan memiliki pengalaman
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2.

_..dalam memotono atumn m‘un blrokram hal ni juga a%\an menjadi budaya
apablla tzdaR segera chtanﬂam secara proporsmnal dan profesional, (3) Unsur
pe!uang mch!\ukan i;c_;qhdmn terietak pada {(a) seberapa baik sistern/aturan
_' '.'dlbuat sehmg,za tldak member; pduano d;iakul\annya korupsi, (b) seberapa
o _:bdnyal\ btrokrat \ano bermorai 3dek alau yanG memiliki niat korupsi, (c)
B iseberapa baﬂ\ penﬂendahan dziakukan baxk secara pnbadi (se[f control), secara :
:'11151’1[1510[1'%”322101‘1}31 (mfe} na! cont; ol) maupun secara sosxa (socm! control),

' (4) Unsur S'asa::m yang. cocoh terletak pada seberapa besar kemungkinan

__adanya proyek-provek yang dapat dimainkan oleh pihak-pihak yang korupsi

baz}\ oleh orang-orang pada imgl\unﬂan birokral maupun warga masyarakat

yang bergerai\ pada aspek kehidupan yang terkait dengan birokrasi.

:Palm__g tidak, ‘ada 5 {lima) hal yang harus digarap dalam membuat Birokrasi

Bebas Korupsi yaitu : (1) Sistem Birokrasi, (2) Moral Birokrat dan
Masyarakat pada umumnya, (3) Efektivitas kontrol (individy, internal dan
sosial), (4) Budava Birokrasi, (5) Tingkat Kesejahteraan Birokrat dan

~ Masyarakat.

BIROKRASI & PERMASALAHANNYA

a.

h.

Birokrasi mengatur tata kerja dan tata hubungan yang berlaku dalam suatu
organisasi yang oleh umum saat ini, kata birokrasi dikonotasikan sebagai
organisasi pemerintahan suatu negara, padahal birokrasi ada pada setiap
organisasi sebagai sistem atau mekanisme menggerakkan organisasi. Kondisi
Birokrast saat ini telah mengalami pergeseran atau arti dari ide dasar pada saat
dirumuskannya Birokrasi tersebut (sejak Zaman Revolusi Industri).

Birokrasi yang semula dirumuskan untuk mendapatkan sinergi dalam usaha
kerja bersama diantara unit-unit dalam suatu organisasi sehingga bernilai
positif, saat ini telah berubah menjadi sesuatu vang dinilal negatif terbukti
dengan ungkapan seperti “terlalu birokratis”, birokrasi seolah-olah menjadi

sesuatu yang menjengkelkan, sesuatu yang rumit, sesuatu vang berbelit-belit

dan yang membuat-suseb-banyal orang;-dengan-kata-taim birokeast-d- wmpar

itu sudah tidak sesuai lagi dengan harapan masyarakat di sekitar birokrasi,
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. - Suatu saat Birokrasi dtarui\an sebagcu banyak meja, banyak ruangan yang
*harus dilalui seseorang apabila mau mengurus sesuatu dengan birokrasi,
se hmnga memakan banyaix waktu serta blaya yang bzasanya tidak tertulis atau
©“diluar kétentuan atau I\ctentuannya sebendmya tldak harus menggunakan
* biaya. Mengapa banyal\ mqafbanydk ruangan yang harus dilalui? Untuk
: menyelesa:kan suatu urusan mibainya surat gm ternyata melibatkan banyak
plhals./banyaix urusan/unit umt orgamsas; yang berwenang atau memiliki tugas

'35'yang berkaitan dengan petginan “tersebut, yang u;asanya memerlukan suatu

‘sarana koordinasi ‘seperti ijin attis asing untuk bisa melakukan atraksi di
Indonesia seseorang atau sekelompok artis asing harus melibatkan paling

tidak 6 (enam) instansi birokrasi yaitu pariwisata, kebudayaan, imigrasi,

Polisi, Jaksa dan BIN (dulu Bakin), ijin industri, ijin perdagangan, ijin

pengolahan hasil hutan, ijin keramaian; ijin memasang  spanduk  dan

sebagainya, apalagi apabila ijin itu dapat menghasilkan uang {income) yang

refati{ besar dalam proses pengurusannya pasti ada harganya, walaupun

secara resminya kadang-kadang tidak ada.

d. David Osborne dan Ted Gaebler (Reinventing Government, 1992) yang
diterjemahkan oleh Abdul Rosyid (Mewirausahakan Birokrasi, 1996), dalam
menyoroti kondist birokrasi di Amerika Serikat menyebutkan bahwa yang
menjadi masalah adalah bukan manusianya tetapi sistem tempat manusia
bekerja (Birokrasi atau Pemerintahan), Birokrasi bangkmut karena tidak
mampe memenuhi kebutuhan masyarakat, karena instrumen Pemerintahan
yang ada saat ini telah usang, dan mengusulkan untuk 10 (sepuluh) tangiah
atau kiat pembaharuan Birokrasi dengan mewirausahakan Birokrasi yaitu: {1)
Pemerintahan Katahs, lebih baik mengarahkan ketimbang mengayuh, (2)
Pemerintahan Miiik Masyarakat, lebih baik memberi wewenang kKetimbang
melayani, (3) Pemerintahan Kompetitif, Lebih baik menyuntikkan persaingan
ketimbang ke dalam pemberian pelayanan, (4) Pemerintahan yang digerakkan

oleh Misi organisasi, mengubah organisasi birokrasi yang digerakkan oleh

peraturan, (5} Pemerintahan yang bercorientasi hasil, membatasi hasii bukan

masukan, {6) Pemerintahan Berorientasi Usaha, memenuhi kebutuhan
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: "'peiangﬂan bul\an bxroLram (7) Pemermtahan W;rausaha mcnghasﬂkan-
ketunbano. membelamakan (8) Pemermtahan Anttsxpat:f lebih  baik

""mencenah darxpada mengobat: (9) Pemenntahan Deszntrahsasx dan (10)

pasar. I\csepulu 1 kiat ini beium tentt; cocol\ sepenuhnva duls,an pembahatuan

'.-".Buoi\ram d1 Indonesm '

S cil[ahul\an oleh p{:rseorancran mazzpun yang d:id}\ukan oleh banyak orang
'secara begama&h mulal dari eselon terendah maupun sampax dengan eselon

'Eiertmgol yang d]lakukan secara transpaxan/terus terano ‘dengan alih-alih

tmvkat keselahteraan rendah/ga;i kecil dan sebaaamva Hal ini oleh Menteri
“Keuangan Sri Mulyani pada saat dialog RUU Perpa_]akan di Hotel Borobudur

' j'ikarta tanggal 4 Juii 2006, dikomentari bahwa alasan tersebut tidak benar,

arena birokrat telah d[tzzlokatkaxl peng hasilannya. yang mestinya telah cukup,
bahl\an mengajak seﬂenap Birokrai terutama vang berada dalam
' 'departemennya untuI\ men_fadi teladan dalam berbuat ‘*311\ jujur dan mematuhi

aturan

£ SEUHH C. (}ilman,'PhD, Spesial Assistant to thé Director United States Qffice
of Goverment Ethics Washingion, DC 2005 mengutip pendapal Weber
(Politic as a Vacation) : Modern bureaucracy in the interest of integrity has

developed a high sense of status honour; without this sense the danger of an

aveful corrup[ibn and a vulgar Philistinian threaten farally. And vwithout such

integrity, even the purely technical functions of states apparatus would be

endangerd. The signifcance of rihe stste apparatus Jor the economy has been
steadily rising, especially with increasing socialisation, and its significance

will be further caugmented —(Birokrasi Modern dalam wacana untuk

kepentingan integritas harus dikembangkan suatu rasa

kehormatan/kebanggaan atas kedudukan yang tinggl; tanpa rasa itu birokrasi

akan terancam oleh bahaya berupa korupsi vang hebat atay Philistinian vang

Pemeruﬁahan beroucntam Pasar dengaﬂ mendonﬂkrak perubaban melafui

. Selamutnya saat ml Blrokram dltudmﬂ sebacm bxanﬂ korups1 baxi\ yang'-

kasar secara fatal. Tanpa integritas, sekalipun hanya pada fungsi-fungsi teknis

dari aparat pemerintahan akan membahayakan birokrasi. Arti penting aparat
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_ pemcrmtah d1 b}dang ekonomi ditmgkat}\an secara terus menerus, utamanya
o -.deugan paninrrkatan sosmhsaa da.n arti pentmgnya akan benambah tagi). Hal
'-;m akan menuju pada rumusan Ethacs System atau Kode Etik Birokrasi yang

'-mc,muut nya (Sluart C Gllman) ierdzrt dan 3 _b_aglga_-pcn_.tmg yaitu Legal

_ ':_fm ucture, u:y)lememarton and Auiho: ity.

s

Ayip ROS]d] (hompsx daz} hebudayaan 7003) menyebutkan bahud Korupsi
fsudah terjadl d1 Indones1a sejak dukade 1950-an. yano d1kzsah!\an oleh
o '_'Paramoudya Ananta Toer tentang Lorupm yang dilakukan oleh Mr M (pada

zaman Soehauo Ml M dxanwkat !i}en_]ddl menteri), pada Era Demokrasi

rplmpm korupm kian ma;ak hukum kian tersendat menghadapi korupsi
dengam mdlka& KUHP sebagzn akronim dari Kasih Uang Habis Perkara,
namun masih bers:fat Individual. Pada zaman Socharto korupsi dilakukan
secara massal (ber_;amaah),_ dan Soeharto kurang memperhatikan atau sengaja

~ tidak memperhatikan gaji karyawan sekalipun pada tahun 1970-an harga

minyak booming yang berarti Indonesia mendapatkan devisa berlimpah dari
sektor minyak. Korupsi di Birokrasi di Indonesia belum tersentuh hukum dan

orang vang berani melaporkan adanya korupsi di Birokrasi akan berakibat

fatal bagi dirinya (Khairiansyah yang melaporkan Mulyvana W Kusumah
dalam kasus Korupsi di KPU kepada KPK)

h. Informasi tentang gebrakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) masih
terkesan scbagai bersifat “tebang pilih”, hal ini mungkin karena memang
berasal dari kebijakan atau karena pengumpulan alat buktinya tidak mudah,

1. Pada Era Orde Baru ketika dilancaicannya Operasi Tertib Pusat oleh
Kopkamtib tahun 1977, dilakukan Operasi bersih terhadap Jembatan
Timbang, hasilnya seiuruh jembatan timbang ditutup uatuk waktu yang lama,
terdapat kolusi antara sopir dengan petugas DLLAJR di Jembatan Timbang,
Poia Truk Karya yang merusak jalan dihapuskan, banyak laporan yang
melibatkan pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi, banyak pejabat

yang disidik walaupun banyak yang tidak digjukan ke Pengadilan, hasilnya

positif dan menimbulkan detterence effect yang cukup bagus di fapangan

bahkan kami berobsesi kapan sebagai anggota Polisi mendapatkan respon
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'sepem itu, namun operasz tersebut t:dak berlan_]ut pada saat K(}plxamnb_

.“'dxbubarkan Bah}\an pada saat itu (tahun 1980 -an) I\opkamub dibubarkan

."'E\ewenangannya tidak d1serah1\an kepada Polri (walaupun pada saat Hu

'Pcmcuntah punya gagasan ke sana) namun yang terjadi adalah d[bemul\ma__ :

- 'Bakoxsuams (Badan hoordznam Slratcgls Nasxona) dengan memasang
Irstranas (Inspei\tuz Strategxs Nasmnai) yang d:tcmpatlﬂn d1 propuasrpmpmsx__,_ E

TR anv bertugas membantu Gubernur da!am menangani masalal»masalah yang

'fdlmlaz strategis _ N

3 Jadi Jeias baoaxmana hondm B:rokram kita da!am keterkaitannya dengan
.korupm sudah cukup mempnhatmkan masalahnya saat ini bagaimana
" mencari solusi yann tepat guna menyelamatkan cksistensi bangsa melalui
" reformasi vang setengah matang saat ini,

3. KORUPSI & I’DMBI‘ RANTASANNYA

& I\OI‘iEpSI adalah suatu pexbaatau di bidang administratif, yang menguntungkan

din sendm melalui kegiatan yang terlarang atau tidak sesuaj dengan
ketentuan yang berlaky, dilakukan oleh seseorang (pejabat/petugas/ anggota
suatu oraamsasx) atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang
merugal\an Organisasi atau orang lain yang berurusan dengan organisasi
tersebut. Terdapat 5 (lima) unsur dalam korupsi yaitu : (1) perbuatan bersifat
administratif (2) perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, (3) perbuatan
bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan/aturan/hukum, (4) merugikan
organisasi/orang lain, (5) dilakukan sendiri atau secara berkelompok.

b. Masih keluarga dekat dengan korupsi adaléh perbuatan kolusi yaitu perbuatan
vang dilakukan oleh seseorang (yang berwenang untulk mengambil keputusan)
bekerja sama dengan orang lain (salah satu pihak yang bermasalah atau
terlibat dalam suaty kegiatan tertentu), untuk bersama- -samd  mengambil
keuntungan dari proses kegiatan (penyelesaian masaiah atay dari proses
pengelolaan kegiatan tertentu tersebut) dengan cara-cara yang bertentangan

atau tidak sesuai dengan ketentnan hikim yang.beslaku-dan-merupinn TS

lain (pihak lain vang terlibat dalam permasalahan) atau organisasi dari pejabat

pengambil keputusan. Kolusi lebik menunjuk kepada cara melakukan korupsi
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secara bcrsama d:antara pengambd kepuiusan deng,an pihak yang bermasalah

'alau yaun me[ai\ui\‘m kegsatan yang mcmcrlukan ijin Birokrasi, sedangkan
Lorupsx Eeblh mt.nunjuk pada jGIllS pcrbuatan yang muum}\dn orang lain atau
“organisasi. o

'Pe’z"b’uatan Korupéi dan Kolusi pada saat i makin trensparan dalam arti

ma%\m bmam secma 1erang, -lerangan dllai\ul\an karena mereka menganggap

'bahwa pcrbuatdn semdcam xtu addldn “bcnar” dddl]};‘: atau “dibenarkan”
:.Lebcradaannya oich umum termasuk. oleh aparai Penegak Hukum yang tidak
“bisa berbuat banyak untuk memberantasnya, kendati para pelaku dan aparat
' penegék hﬁkumwtahu bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Hal tersebut

: kemuhgkinan ju'ga' disebabkan ecleh karena pelaku adalah pejabat pengambil

keputusan dalam suatu organisasi atau paling tidak “tangan kanan™ pengambil
keputusan, baik karena malu ketahuan atau memang untuk “pengamanan”
bagi pejabat pengambil keputusan apabila suatu saat terbongkar kejahatannya
(lempar batu seﬁlbun}’i tangan}, sehingga perbuatan tersebut dianggap sah
karena secara ieknis berada di areal penugasannya (pejabat tersebut dianggap
paling tahu di bidang itu). Apabila ada aparat penegak hukum atau aparat
keamanan vyang 1i1empersoalkan, dilakukan pendekatan atau “koordinasi
teknis® schingga masalahnya tidak dipersoalkan lagi, yang sebetuinya hal inj
sudah termasuk di dalam pengertian kolusi. Keadaan demikian hampir terjadi
di segenap Departemen Teknis termasuk Departemen Agama {yang
scharusnya lebih bersih) maupun aparat penegak hukum (vang seharusnya
menegakkan aturan yang ada di negeri ini).

Kolusi dan korupsi yang dihebohkan di lingkungan Kepolisian yang dijuluks
“prit jigo” pada tahun 1960-an (sekarang lebih besar lagi), atau salam tempe,
lempar korek api, “kencing di semak-semak” dsb. yang dilakukan oleh petugas
Jalanan utamanya Polantas dan Sabhara, walaupun tidak membuat mereka
kaya (mencari tambahan dengan mengais “hidden income”) ibarat penyakit

kudis tetapi cukup mengganggu penampilan (appeqarance) Kesatuan bahkan

Kinerja (performance) Kepolisian. Untuk mengantisipasi hal tersebut oleh

Kapolri Kunarto telah dibuat kebijakan pemberian insentif tilang (Bukti
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'”'Peianagaran) b'lgx pohsz yang menangkap tangan peian garan di jalan raya
_ .Namtm karena proses pembertan msentaf diiakukan tldak lanﬂsunn sehingga .
' ._pola :m udak ada amrzya ndak menyemuh !angsung pelaksana lapangan,
e Rareua hazus d:prowamkan untuk d:berxkan pada tahun depan akhlrnya .
S e sete]ah dlpxoorami\an pada tahun berxl\utnya pada saat turun anggaran msenuf
e '-'_'niano tersebut yang menerima xnsennf tersebut bukan hanva petugas yar:g,

R .memlang tetap; semua petuaas bahl\an termasuk pe;abat plmpman yano'__

mehhat bianzko lllanopun beium pemah _ _
. e _I\ond151 demﬂuan berlanosung d1 hamp:f seluruh instansi hanya wujud dan
kadarnya berheda a}\:batnya sudah 3elas akan membuat bangsa ini makin
texpuruk ;romsnya pada era Refm mas: mlpun hal tersebut masih terus terjadi.
padahai kita mgaz bahwa reforma51 dxmaksudkan sebagai suatu gerakan
" koreksi terhadap per;laku Rorups: Kolusi dan nepotisme di era Orde Baru.
'Apablia kondisi demikian dzblarkan berfarut akan mengakibatkan kondisi
'banﬂm akan makm sulu untuk bancklt dari keterpurukan saat ini, sementara
itu ancaman dlSlﬂt&"!’&Sl banosa makm lebar menganga di hadapan kita,
mana}\ala kita t1dal\ ccpat sadar dan banting stir dari perilaku korupsi yang
.melanda di hampir seluruh aspek Kehidupan bangsa maka integritas bangsa
meryadz tarubannya. /

f. 'Robert Klitgard (Controlling Corruption, 1988) vang diterjemahkan olch
Hermoyo (Membasm Korupsi, 2001) menyebutkan bahwa Korupsi tidak
hanya ter_;ad1 di Indonesia, tetapi menurut catatan sejarah 2300 tahun yang lalu
Perdana Menteri Brahma dari Chandragupta mendaftar sekurang-kurangnya
1eldapat “empat pulih cara” menggelapkan uang dari pemerintah. Di Cina
kuno pegawai-pegawai mendapatkan nang ekstra yang disebut Yang Lien
yang berarti “membina sifat tak dapat korupsi”, bonus semacam inj sering
gagal mencapzi maksudnya seperti insentif tilang di Indonesia, Pada abad ke- .

14 Abdul Rakhman Ibn Khaldun mengatakan bahwa akar penyebab korupsi

!.-".

= 1:-1
TS nx..xuzﬂpuh _yd!!;;

adalah nafsu untuk hidup bermewah-memahodils

berkuasa, untuk menutup pengeluaran mewah tersebut maka mereka

melakukan korupsi. Plato dalam buku Perihal Hukum mengatakan bahwa
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para abdi banosa harus membenkan jasanya tanpa menenma hadiah, untuk
berpc:g:fm0 teouh padanya adalah udak gampang, jangan melavani karena

o suatu hadlah merupal\an peoangan hlciup yang pas[a f\.O[’LlpSl ibarat suatu
penyamt selalu berada di sekitar kita dan hal tersebut tidak boleh
mc,[umpuh}\an usaha kna daldm mcmbqsm: korupsi J{\orups: merupakan
B tmﬂ{\ah laku vano T.!d'lk halal dan sangat meruoxl\an dlharapixan kita dapat

: berbuat sesuatu yang Ieblh ba1k dalam meng,endahkan korupsz

Suyatno (Rorups: holusx dan Neponsme 2003) menyebutkan bahwa

qa-'

* korupsi merupakan saIah saiu dan penyakn blrokram yaug mengganggu
sistem pc—:mbanaunan keberadaannya tidak bisa dipungkiri, namun sulit untuk
'~ dibuktikan atau dlberantas korupsz bisa berkaitan dengan norma hukum,

sosial, ekonoml psmolom bahkan spiritual. Dikatakan lebih lanjut bahwa

korupsi hamplr 1dent:k dengan gejala masyarakat serba “instant”, yaitu
mencapal keinginan secara cepat tanpa biaya, tenaga dan keahlian. Korupsi
Juga tidak memihiu hubuncan dengan produktivitas, tetapi pengalihan tanpa
hak atas senala sesuaiu horups; juga dapat dimaknai sebagai penggunaan

kekuasaan dan atau kewenangan yang melebihi batas yang diijinkan dengan

melanggar hak orang lain. Secara sosiologis korupsi merupakan tindakan
desosialisasi, yaitu tindakan yang tidak mempedulikan hubungan-hubungan

dalam sistem sosial, yang penting bagaimana memenuhi hak individunya

meskipun harus mengorbankan kepentingan orang lain. Suyatno mengutip

pendapat Benveniste (“Birokrasi”, 1991) yang membedakan Korupsi ke

dalam 4 (empat) jenis yaitu: (1) Discrefionery Corruption yaitu korupsi
yang dilakukan karena ada nya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan,
sekalipun nampaknya bersifat sah bukanlah praktek-praktek vang dapat
diterima oleh anggota organisasi, dicontohkan layanan kepada “calo” yang
membayar lebih sebagai “tanda ucapan terima kasih” dan sebangsanya, (2)
Iltegal Corruption, vaitu suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan

bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu,

dicontohkan lelang tidak diadakan karena waktu mendesak karena turunnya

anggaran terlambat dengan menggunakan ketentuan “lelang dalam keadaan
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:'.'_..'daz'urat atas Ijln pe}abat yang berkompeten” dan dalam beberapa hal.

_ tergantung opada kecangglhzm mempennmnkan l\ata—l\ata buI\an substansmya ;
(3) A:fercenery Cormptwn, yaiiu _]LHIS tmdak korupsz yang, d:md!\sud untul\_ _': _

r-’memperoieh Leuntungan p{abad1 rnela fui penyalahnunaan wewenano dan . -

.-""'_"kel\uasaan dlcontal}kan pemcnangan peserta tender yang membcrlkan

B sogo!\an” atau- &

""'yaltu Jems korupsz'zllegal xﬁaupun __drsc; etzoner 'y yarw dlmaksudkan untu%c'.':f '

."-":men_e}ar kebutuhan }\elompok dmOﬂth\an Si\dndal watergale, penjualan-
/ 4 BUMN untuk b;aya pemenanﬂan pemziu Svatyu partai tertentu,

. "'.h.'..fSusan Rosc d'm Aci\erman (Conzq;:lmn and . Goverment  Causes,
f "':Conseqwzces And Refoz m, 2000) d1ter_;emahkan oleh Toenggoel P. Siagian,

::MS Med 2006) menyebutkan bctapa sulitnya memilih pejabat yang baik
'dalam memberantas Rorupsx d1gambarkan dalam ungkapan sebagai berikut -
“Jika sckelompok orfmw yang curang disingkirkan dengan serta merta
' ‘ti\an txmbul Lelompo!\ baru yang terdiri dari pegawai negeri yang korup
serh perseorangan yanu mau membayar suap”. Selanjutnya dikatakan
bahwa Korupsi merupakan masa]ah ckonomi, masalah budaya dan masalah
| 'poImI\ di mana untuk memperbaikinya diperlukan upaya menuju reformasi
vang dilaksanakan oleh pihak domestik yang didukung oleh masyarakat
internasional. ~/

b .Kajian tentang korupsi sebagai masalah ekonomi meliputi: (1) Dampak
ekonomis korupsi yang ftentang pembayaran yang mempersamakan
penawaran dan permintaan, suap sebagai insentif pembayaran untuk
pejabat  dan mengurangi bjaya serta kejahatan dan korupsi  yang
terorganisasi, (2) Korupsi Pejabat Tinggi, yang membahas pembayaran
untuk memperoleh kontrak dan Konsesi Besar dan Swastanisasi. (3)
Mengurangi Insentif dan Meningkatkan Biaya, yYang membahas
tentang eliminasi program, membentuk proses swastanisasi yang dapat

dipercaya,  reformasi program . publiketekanen—bompotitt—daiany

administrasi, Efek Penangkal Undang-undang Anti Korupsi dan Reformasi

di Amerika Serikat, (4) Reformasi Kepegawaian Pemerintah, yang

I
ey
wn
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membahas tentang Reformass Penggajlan Koniflik Kepentingan,
:Penahargmn dan Anca’nau I\orupm dalam Hmrarl&u dan kembali ke
Slstcm Konirak. ' '

"'2j: Korupsi scbagai .mz.i'saial.a Budd}'a dliajl masalah-masalah  suap
' pb'n'l'bériz.{n dan tip; kesamaan suap dan pemberlcm patronase, pemberian
'dan l\ema} uan ckonomi. .

: 3) :Remudaan }\ompsa sebagm masalah Peimi\ dlkajt {1) Korupsi dan

- Iolmk, membahas K[cptokras; Monopolm bﬂaterai dan negara-ncgara

' yanrr dldommasx Mafia dan suap kompctmf {2) L)emok asi dan Korupsi,
Insentif dan Reformasi, membahas Sistem Pemilihan serta Perwakila
dan korupsi dalam masyarakat yanfr terpecaly, (3) Mengawasi kekuatan

polml\ membahas pengawasan dan perimbangan dalam proses legislatif,

implementasi bertanggung jawab, federalisme exit dan suara, iembaga
peradilan dan kejaksaan independen, badan anti korupsi yang independen,
keterbukaan dan akuntabilitas, informasi dan auditing, media dan opin
masyarakat, asosiasi swasta dan organisasi nirlaba sebagai prakarsa
perubahan dan menyaturkan keluhan perorangan.

4. PUASA SEBAGAI KIAT MEMBERSIHKAN MORAL BIROKRASI DARI

KORUPSI.

a. Puasa dalam arti menahan diri dari keinginan bertindak diluar ketentuan yang
berlaku. dengan pengertian apabila di hadapan anda ada aspal jangan dimakan
aspal, ada kerikil jangan dimakan kerikil, tetapi anda teraplah makan nasi
sebagaimana lazimnya manusia makan, Insya Allah anda akan berhasil,
bangsa ini sangat mendambakan keberhasilan penegak hukum yang berani.
bersih dan jujur serta kensisten. Tujuan berpuasa untuk dapat menegakkan
hukum. Satu tantangan yang berat bagi seorang penegak hukum dalam
keadaan seperti Indonesia ini, berbeda bagi Polisi Inggris vang gajinya sekitar
12 x lipat dibandingkan dengan gaji Polisi Indonesia (data tahun 1985).

b. Proses peradilan di negeri ini masih “dikuasai” mafia peradilan, dengan

mengakall hukum berusaha memaksakan kebenaran sepihak, yang dengan

mudahnya “penegak kebenaran” dikendalikan oleh uang dalam mencari
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hzdden mconu 'Hai 1m hdak aneh sampai d: Mahkamah Agun pun mas;h - :_'

' _dezmklan keadaannya. B:sms yang cix_;alani\an dengan udak menvtkun aturan

e 'yanw benar aRan menuax masaiah dem1 masalah yang akhlrnya akan mcmbawa 3

i upava bssms tersebm Le arah keterpurui\an yaﬁg makux dalam

c ".Basukz Subaanto _: (Mengubah Tidak Mungkm Menjadl Muzwkm 2004),

nﬁalaman berbisms deaﬂan sandaran A] Qnr an telah '

.""'bezcmta tentaun

han

‘ "::"idﬁt dan berl\embauﬂ atas blmbmgan seorang K1al dengan menaanalms pola
.b1smsnya dan poIa kehadupan pﬂbadmya ddlam men_}alam syanat agama
"-I iam yano dzanutnya Lzma kompon{m 'Iamba Ati dapat dzmakna: sebagai:

B '(1) Membaca Al Qur an dengan mal\nanya damaknal sebaga1 memahami
' atuxan main yanﬂ berlaku dan meiaksanai\annya dencran benar {2) Dzikir
'malam vano lama vanﬂ beram selalu menﬂmgat Aliah dlmakml sebawat selatu

melai\ukan mtrospeksa terhadap apa yano telah d1Iakukan df masa lalu atau
hari itu untuk cilial\u!\an pcrba:kan sesuax ketentuan yang berlaLu di hari esok,
3) Sholat sunnah maiam hari sebanyak banyaknya dlmaknat sebagai gemar
' éne]akukan !\ebaxkan l\ebalkan untuk  sesama, (4) Mempm banvak puasa
'.sunnah dimaknai sebaﬂat selalu melatlh dlﬂ untuk tidak melakukan
perbuatan«perbuatan vang tidak halal termasuk mencarz keuntungan secara
tidak wajar termasuk tidak memakan barang yang haram, (5) Berkumpul
dengan orang Sholeh dimaknai sebagal pandal-pandal mermiiih kawan dalam
berbisnis, jangan mernilih kawan bisnis yang jahat, karena dipahami bahwa
lmokunoan pergaulan kita akan dapat mempengaruhi kehidupan kita, Sebelum
itu dilakukan pelaksanaan kelima Rukun Islam (atamanya Sholat, Puasa dan
Zakat diaudit seberapa baik telah dilakukan oleh orang yang berkonsultasi).
Setelah berhasil membantu 240 (dua ratus empat puluh) perusahaan yang
terpuruk, maka kelompok ini mendirikan PT Tamba Afl yang bergerak di
bidang konsultasi bisnis secara Islami, banyak vang datang  untuk

berkonsultasi, bahkan Forum Silaturakhmi Tamha At hampis-setiap-minges

mengadakan kegiatan dzikir bersama fakir miskin di banyak tempat di

Indonesia dengan menyampaikan zakat dari pebisnis yang berkonsultasi,
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_dengan tu;uan untuk. menegakkan Syar:at lsiam secarabenar di dalam

.".kehldupan bcrmasyarakat berbangsa dan bemcoara N
”".d:.:’.:'Suyamo (Korups: Koms; dan Nepotssm{e 2005) ;ncnyebutkan bahwa
":.fdzmens; spmtuai men}adl baman sanoat mendasar dalam pembcmul\an
Tperziaku manusza dogma sebaga1 a}aran yang mutlak mcrupakan Hukum
'.:"__'luhan yang udak terbantah!\an oleh Stapapun Apabxia docma ity dapat

._dljalankan dengan benar akan mampu membentui\ prxbadl manusia yang

' Z'.':_amanah Meskipun tokoh agama banyak yanﬂ berb:cara tcmanﬂ a_;aran menuju

o Jalan “lurus namun t;dak sunua oranw menapakl jalan ke sana bukan pesan

mora[nya yang salah tetapx iebah d1sebabkan oleh sikap resistensi terhadap

' ajaran kebenaran yanu dlsa.mpmkan Manusia diberi hak untuk memilih jalan
5 yancr “haq atau yang' “bathll” dli\uttp juga tulisan Purwadi tentang ramalan
'zamdsz Eddn_ _d_an Rongguwcu_sgto yang menyatakan: “seuntung-untungnya
yang iupa_ masii untung yang ingat dan waspada’. Beberapa rambu-rambu
perilakﬁ béik dal am I{ehidupan (pengendalian diri) di dalam Al Qur'an:

I) Allah telah mcmben permnatan bahwa terhadap orang-orang yang melam

. paul batas akan memperoleh azhab dariNva. (QS Al Fajr (89): 11-16).

2} Allah tidak akan membiarkan vmat-Nya sengsara, kecuali karena ulah
mere ka sendiri yang menyebabkan sengsara. Mengapa manusia serakah
dan berjalén diatas liku-liku kedustaan? (QS Al Mukmin (40) : 64 & QS
Al Dzariyat : 22).

3) Korupsi merupakan salah sam bentuk rasa tidak syukur manusia atas
rﬁkmat pemberian Allah, terutama ketika sedang menjalankan kekuasaan,
yang membuat manusia membabi buta melawan hak orang lain dan hukum
untuk memenuhi kepuasan sendiri.

4) Adzab Allah bisa datang kapan saja, di mana saja dan menimpa siapa saja,
pada saat yang sama Allah memberikan pertolongan kepada yang
dikehendaki-Nya karena kasih sayang-Nya,

5) Yang menjadikan hamba itu sengsara, kakinya tergelincir dan wibawanya

jatuh adalah kezhalimannya terhadap sesama hamba Allah, hak-hak

mereka dirampasnya dan penindasannya terhadap yang lemah.
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' '6) Afiah menyelmbangkan kehxdupan manu51a melaim amalan manusia yang

| .__dibalas dengan ganjaraz} atau hukuman Hukum Aiiah pasti tidak
fmbantahkan oleh 51apapun ' : _

7) Tidak ada raja yang abad: tidak ada I\ekuasaan yang abadz {\ecual;

! Lckuasaan Afiah ' o ' ;

S) Rorupsx uanG : neoara oleh aparat pemcrmtah berakibat gagalnya

::'._':'pembanaunan yang merug:kan kcpeutmgan rakyat yang tetap mlskm dan @ -

menderxta sebacal konsekuenm dan pendustaan amanah yang diberikan
Ailah I\f:pada manusxa sebagm khahfah di muka bumi.
e. Dari uraxan dlatas menunjuk!\an bahwa terdapat ke[@r}\axtan antara korupsi
b dens_an mora! masafahnya banmmana membentuk moral yang baik itw agar
" tidak ter}ads korupsﬁ Beberapa pende,katan dapat dilakukan seperti : (1)
Puldd\atan pcndzdjl\au ba1l\ di xumah sckolah maupun di dalam masyarakat
(baik mc[a]u; jalur agama, pend:d:i\an non formal, media massa dll) yang
bemmatan moral »(2) Pendekatan kete]adanan dari para pemimpin bangsa di
seﬁenap level ba:k plmpman pemenntahan “para guru dan tokoh-tokoh
masyarakat (3) Pendekatan pembentukan Hui\um yang berkedaulatan Rakyat
dan Penegakan Hukum yang tegas, lugas dan tuntas tanpa pandang bulu untuk
;ﬁéwuiudkan keadilan dan kepastiaﬁ Hukum {4) Peningkatan kesejahteraan
pegawai dan masyarakat agar tldak pertu mencari hidden income lagi.

5. PERUMUSAN ATURAN DAN PENGELOLAAN BIROKRASI DARI
ASPEK EKONOMI YANG MAMPU MELINDUNGI DIRI TERHADAP
KORUPS]

@ Korupsi dalam khasanah ekonomi dapat dirumuskan sebagal perbuatan untuk
mendapatkan keuntungan secara tidak wajar dengan melawan hukum dan
dapat merugikan orang atau pihak lain pada setiap kegiatan ekonomi.
Ketidakwajaran dalam perbuatan tersebut dapat terjadi pada: (1) proses
pembuatan ketentuan/aturan (vang menguntungkan pihak yang berwenang

membuat ketentuan), (2} Ke?enhmnnvf: cndah dibunt dencan—bail tetapi

pelaksanaan dari ketentuan tersebut oleh birokrasi dilakukan secara

menyimpang baik oleh birokrasi itu sendiri maupun  dilakukan secara
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'bersama—sama dencan pxhak iam yang bersangkutan, (3} Adanya
':""I\ebgaksanaan yan‘g, t;da}.. I\onmsten : denﬂ&n fitosofi ~ pembuatan
o atuxan/keieniuan yang saat itu berlaku sehmgga menguntungkdn salah satu

_pihak atau !\elompoix tertentu. _ '

: b. ':'Wujud dari Lorupsx dalam ben%uk tindak pidana dapat bermacam-macam,

Susan RosemAckerman {Corr upnon and Gove nment Causes, Consequences

o ._:and _Refo; ‘m, 2000) yang dxterJemahkan oleh Toenggod P Siaﬂsan {Korupsi,

e ?emermtahan Sebab Alubat dan Reformas: 2006) menﬂemukakan

: '1) Dampak elonomis Kompsl menyebutkdz} antara lain : (1) Birokrat

menoawasx distribusi keuntungan dan pembebanan biaya-biaya yang berat,
"'apabila 1nd1v1du—mdmdu dan perusahaan swasta membayar birokrat agar

mendapatkan perlakuan vang baﬁx ‘dan mendapatkan keuntungan atau

mcnuhmdan biaya-biaya, maka pembayarcm tersebut termasuk korupsi,
(2) Korupsi menunjukkan gejala telah terjadi sesuatu yang salah dalam
manajemen negara, (3) Institusi yang dirancang untuk mengatur hubungan
antara negara dengan penduduk malahan digunakan untuk memperkaya

" diri sendiri dan mendapatkan tambahan keuntungan, (4) Mekanisme harga
sering menjadi sumber efisiensi ekonomi dan penyumbang pertumbuhan
dapat dijadikan arena korupsi melalui perbuatan suap menyuap yang dapat
mengurangi legitimasi dan efektivitas birokrasi, dengan kemungkinan: ()
penyuapan dapat meniadakan pasar dengan mengalokasikan sumber
daya yang langka, (b) penyuapan sebagai bonus insentif dengan meng
hzmbat pembayaran secara resmi- atau penundaan, (¢) penyuapan
menurunkan ongkos dengan mengurangi biaya-biaya yang scharusnya
dibayar berupa pajak, bea cukai serta regulasi, (d) korupsi
memungkinkan kegiatan kriminal dengan melakukan bisnis-bisnis
illegal dengan mendominasi polisi, petugas keamanan dan bagian-bagian
lain melalui korupsi dan intimidasi.

2) Korupsi para pegawai tinggi (birckrat tingkat tinggi} disebutkan dengan:

(1) “Korupsi Akbar” yang dilakukan melalui pelaksanaan proyek-proyek

dan program pokok birokrasi melalui kewenangan seleksi proyek dan

Jurnal Kajian limizh Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol 7 no. 3 tahun 2006 250




i Rema[an pembehan yanc is.urc:ng atau sama sekah uddk didasarkan -

' *-‘pcm;klran rasmnal ekonomis, (2) BirokraSL ser;ng mentranster i\eumungan_ '

._ﬁnansml ke perusahaan swasta (ke BUMN }uga) me]aiul honnak pasokan :
i '3-_.:-p61bei\alan dan kontra]\ karya melaluz (a) pembayaran agar terdaftar seba E
S omal pcsend kuahﬁkas; tendcr (b) membayzu untuk mcndapalkan informasi

""'-:*dar"’ dalam (c) suap untuk mengatur spemf' Rasx tez}dsr acar jatuh I\EPdda.'.'_i

E'".penyuap, (d)'-' ' WIdbayaz umuk men}adl Rontraktef pcmenancr (3) -

E'Pen_\/t pan mentransfer Leuntungan ianpa dasar yano datang dari

53monopoh ke mvestor swasta dan sebagamya kembah Le birokrat yang

.'I\orup melalux (a) pembena.n Lonses: penoelolaan sumbm daya alam
5(mmera] ‘migas, kayu) dengan 1mba1an I\euntunoan yang seharusnya
~masuk ke perbendaharaau neoara menjadx keumuncan prlbadz birokrat, (b)
““dukungan finansial kepada proyel\—proye}\ padat modal yang kurang dapat
memberikan - keuntunnan karena dikelola oleh orang  yang lidak
'p:ofesmnal (c) penarxkan uang suap untuk proyei\—proy ek besar berakibat
‘mutt pekerjan rendah atau hutang perusahaan be1leb1han sehingga
pekerjan terbeng}\elai (4) Proses swastamsasz sangat rentan terhadap
transaksi korupsi dengan orang dalam, berupa: (a) Ketidakpastian proses
' swastanisasi dapat menc:ptaixan peluang  memihak orang dalam yang
korup dengan memberikan informasi yané tidak tersedia bagi publik,
berikan informasi dini dengan imbalan suap, berikan perlakuan istimewa
dalam proses penawaran kepada perusa haan dengan imbalan suap,
penaksiran nilai oleh orang dalam atau pihak luar yang berhubungan dekat
dengan perusahaan penawar, tidak ada penilaian dan tidak ada lelang
perusahaan diberikan kepada perusahaan melalui koneksi politik terbaik,
kelamahan undang-undang membuat insider dealing menjadi mudah, (b)
Birokrasi memberikan informasi salah tentang perusahaan negara yang
akan diswastanisasi ke publik seolah-olah lemah, dilain pihak membuka

rahasia kepada orang dalam vane disukai bahwa perusahaan Regare-iiu

baik-baik saja, kemudian orang dalam mem berikan penawaran tertinggi,

sehingga seolah-olah tender dilakukan secara terbuka dan jujur, (c¢)
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_Pcrusahaan yang . diswastamsam akan tinggi miamya apabila tetap
_ mempertahankan monopoh memmbulkan konflik- antara maksimalisasi
- I\epemmgan denoan pe1samgan pasar dalam semua proses swastanisasi.
.':Reformas: di. b1dang ekonomx -yang mungkm dapat dilakukan dengan

: .': mcngaiur lcb:h Jcias tcnt'mg alokasz sarana lanﬂka cleh Birokrat agar tidak
. ':'.menunpakan bxaya imgg; melalu; rcformasx berbasis insentif yang dapat

Zme urancn keunmngan dan menmckatkau biaya baﬁzu pelanggar aluran

"3.'.dengan munpe:tmlbanﬂi\an {i) chmmasn program  melalui : (a)

menghapus program—progtam yang terbeban korupsi sepertz pembatasan
.ei\spor atau Izsensx bisnis, eliminasi program subsidi, menghapus kontrol
harga, jad_x persaingan ekonomi akan mengurangi insentif korupsi, (b)
.meleg.é_li.sési aktivitas-aktivitas illegal, seperti perjudian, minuman keras
bahkan ;;él‘koba, némnn_ masalahnya harus dikaji apakah keuntungan
.pelarangan itu melebihi biaya pelarangannya. sedangkan untuk narkoba
apakah mungkin mengontrol indusiri ini melalui undang-undang pidana
selagi penegak hukiam masih begitu mudah termakan oleh korupsi, (c)
meregulasi suatu bidang/tempat dapat meningkatkan peluang korupsi di
bidaﬁé/tempat lain apalagi apabila terdapat serangkaian titik kontrol, (d)
Eliminasi program umum tidak dengan sendirinya mengurang korupsi,
karena kelangkaan melahitkan dorongan uniuk melakukan korupsi, (e)
pemotongan anggaran tanpa merubah peraturan akan meningkatkan
korupsi, (2) swastanisasi, yang diyakini sebagai salah satu bentuk
reformasi antikorupsi yang sekaligus sebagai sumber potensi baru tindak
korupsi, karenanya perlu kejelian dalam perencanaan proses untuk
mengurangi. pencarian keuntungan tanpa dasar, mefalui: (a) menjamin
keikut sertaan secara meluas, (b) mencegah hubungan khusus konsorsium
dengan elite lokal guna mendapat perlakuan khusus, (c) transparasi
terutama terhadap nilai asset yang akan dilepas dan pelaksanan tender, (d)

bila perusahaan yang akan dilepas tetap pegang monopoli maka perfu

dibentuk badan pengawas independen yang bebas dari pengaruh politik,

(e) sebelum tender dimulai harus ada kerangka kerja pengaturan yang
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' dapat’ dapcrcaya dunana hal\ pengambli i\eputusan dlbatas: oleh prosedur

e :-;f"'::::tersebut (f) adanya lmgktmgan hukum yang stabil dan penegaix hukum
yang - terpercay ' lembaga peradalan yang mdependan (g} adanya
_'.i\epastxan konmmen dan blrokram dan perlunya purhndunoan bagi para

o 'petuﬁas pcngawasan darn campur 1anoan plhak luar dcnﬂan pengangkatan

' :_.proses yang transparan pembatasan Lonﬂ;k kepemmﬂan serla jaminan |

' :"’::;masa jabdtan yano mcfmdunoi mereka dan telx,anan polmk yann tak patut,

'(3) rcform‘asr proomm pubi:h program regu1a51 dan perbelaxuaan dapat

'dibcnarkan dengan Kuat bukan dxhapus Ixorups1 dalam pengumpulan pajak

"udak dapat dxselesaikan dengan mcngabaxkan penoumpulan pendapatan,
“dan banyak program lam mt‘:rupakan reakm terhadap keoagalan pasar dan
'pemnu{aan psfayanan birokrasi dan keadilan sosial, salah sam jalan
keluarnya adalah menjelas]\an dan membentuk undang-undang yang
dlpezlukaxl untuk 1n6110urang1 kesewenanoan resml birokrasi dan membuat
| program pemantauan yang sederhana Iebxh mengikuti peraturan, {4)
.refonmas: admm:stratxf menyebutkan (a) reformasi regulasi yang
membatasx wewenang pengambxlan keputusan dari para regulator
memililki keuntungan tambahan mengurangi insentif untuk korupsi,
denaan mengganukan suap dengan pembayaran resmi, {b) peraturan
berbasis pasar sepem bxaya pembuangan hmbah dan ijin yang dapat
diperjual belikan, adanya biaya untuk pcmakaxan pelayanan birokrasi yang
langka, hak pen_;ualan air, pemakaian padang penggembalaan, hak
melakukan polusi, Um ekspor impor yang dapat diperdagangkan dapat
memperbaiki efisiensi birokrasi dan mengurang; korupsi, (c) pemberian
tarif berbeda atas dasar waktu pengeluaran perijinan akan mengurangi
antrean pemohon perizinan, pelayanan diberikan lebih baik kepada mereka
yang lebih menghargai, (d) sistem insentif bila dirancang dengan baik
untuk menata kembali peraturan agar lebih efektif, yang memungkinkan

tinekat pembersihan yang. lebib tingai-desipada yang-dapar-dicapa

melalui sistem komando dan peraturan-peraturan, (¢) dalam sistem yang

korup reformasi berbasis pasar dapat menggantikan suap dengan
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_ pembayaran rcsml sebahimya perusahaan yang korup berpendapat bahwa

. leb1h murdh mcnyuap seorang bzroirat ketimbang memperbaiki, (f} jasa
o pe iayandn dapat diberikan kepada faku miskin yang dapat dijualnya bila
mcreka mau, dlsampmﬂ pcnyederhanaan rencana kerja berupa undian atau
dcngan pcmbayaran iunaz (udak berbentuk barang), atau menentukan
o kiatcxla scdcrhana yang suht dlsaiah gunal\an (b) horupm sering melekat

_dalam stmktur hlerarkhxs dan blrokraSI bawahan mengumpulkan suap

: :scbamaz} untuh atasan atasan menoatur poia korups1 bei\erja sama dengan
bawahan yang b1sa dzsuruh—smuh untuk transfer dana dan pekerjaan
bcres&o lainnya yang dapat membu_at mereka ditangkap, (h) pembagian
rayon pekerjaan per daerah membuat monopoli melakukan korupsi di
_kav;'asan .itu, sistem overlapping dapat membuat situasi persaingan
xilenjadi s{rategi reformasi yang realistis (contoh penjualan prangko), (i)
birokrasi kompciitif akan membuat para penyuap birokrasi enggan
menyuap lagl karena terlalu banyak yang harus diberi vang suap,(3) efek
penangkal Undang-undang Anti Korupsi, semua negara menarik garis
pemisah antara suap illegal dengan “hadiah pengertian” yang dapat
ditolerir, namun bagaimana strategi penangkal vang jitu perlu dicari
dengan memperkuat efek penangkal seperti takut ditangkap dan hukuman
atau memberi imbalan kepada pelapor korupsi, atau beban yang lebih
halus seperti kehilangan reputasi atau “kehilangan muka”, (6) sistem
mendapatkan  peroichan atau pendapatan, mengemukakan: (a)
refo.masi pajak sering menggunakan penyederhanaan pajak dan menarik
pajak menggunakan perhitungan yang sulit disembunyikan atau dikurang-
kurangi, (b} pajak perusahaan dapat dipastiken tidak sesuai dengan
keuntungan perusahaan vang sebenarnya, (c) pengurangan korupst dan
pengelakan pajak dipertukarkan dengan pengurangan keadilan, (d) semua
reformasi meningkatkan pendapatan melalui pengurangan pengelakan

pajak dan korupsi, (e) pengumpulan pajak tidak akan berhasil apabiia

insentif pekerja pajak tidak bagus dan jika pembayaran pajak vang kurang

dari yang seharusnya tidak dihukum, (f) reformasi sistem perpajakan yang
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i beriﬂsxi memungi\mkan dxadakannyd pengurangan tmgkat nommai dari
bea tar;f dan beban pajak karc—:na tmgkat perpajakan yang tinggi
' -:memmbuikan f.pengelakan pembayaran pa_;aI\ dmalkkan akan
- : memmbuikan lam p{':"r'ag.éia}\an pembayaran pajak
o 4) ':Rcformasx stru%\uual harus mr::n_}ad; u}ung tombak I\ampanye anti korupsx

""mefalm perancanﬂan Lembah program yang melayam kebu[nhan penting,

'membatas; keseznena-menaan bxrokrat, _1stem pengaturan dxtzn_;au kembalj

" .mtuk kuranm keuntungan ﬁr1bad1 méngxso}asman s1stem~5:stem yang
; Lorup yang paim‘f merusak masyarakat uatuk menoorgams:r usaha penang
: '-'kaian yang membuat perbuatan korupm 1tu sangat mahal serta memberi
“insentif agar pelaku mau meiaporkan kOI’UpS! rctormam cara pengadaan
dencan mengkajl ulanﬂ apa yang chbeh dan baoaimana cara pembelian

: 'yauﬂ dlIaI\ul\an bizol\ras;
¢. Pada saat ini sedans digulirkan RUU Perpa_;a!\an yang nampaknya penuh
dengan perbedaan kepentmaan antara pembayar pa;ak dengan birokrasi vang
bertugas menoumpuikan dana dari pa_]ak untuk kepexmnﬂan pembangunan.
Wakti masih panjano paling *1dak masih enam bulan apabila rencananya mau
d:undanol\an pada bulan Januari 2007, pengumpulan pendapat atau tanggapan
masyarakat masih digulirkan, Pendapat Trepp salah satu LSM dj bidang
Perpajakan dan Kepabeanan berpendapat bahwa terdapat 35 (lima)
permasalahan pexpajakan sebagaimana masaiah birokrasi lainnya vang perlu
dituntaskan pelbazixannya yaitu: (1) Kesisteman perpajakan dan kepabeanan,
(2) Tmoi\at Kesejahteraan Birokrat dan Masyarakat pada umumnya yang
masih rendah. (3) Tingkat Moral Birokrat dan Masyarakat yang masih rendah,
(4) Tingkat pengendalian/centrol yang masih rendah, dan (5) Budaya hukum

vang rendah,

6. PERUMUSAN ATURAN DAN PENGELOLAAN BIRG KRASI DARI
ASPEK. BUDAYA YANG MAMPU MELINDUNGI DIRI TERHADAP

KORUPSI
a. Budaya Organisasi merupakan alat perekat organisasi yang berisi nilai-nilai

yang dianuti oleh segenap anggota organisasi, yang terdiri dari - (1) nilai-nilai
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inti (core values) atau mieu-mlai dasar ~untuk bangsa Indonesia tentunya
:Pancasda yang dgadxl\an pegangan pokok penﬂeiolaan organisasi, bersifat

'.reianf tetap, (2) NI[&I mlan Stratems (E:mposed valyes) merupakan nilai-nilai

: 'yann dxjadlkan arah pcngelolaan orgamsa51 ke depan berupa visi, misi, tujuan
serta kebi Jakan dan strdteg1 pencapaaan sasaran yang relat:f berubah disesuai
i _:kan dengan pmkembangan lmgkungan orgamsas: (3) N1I31~mial Ritual {Ar#
fact ) yang merupakan aturan—aturan _yang sehan—harl mengaim kenidupan
A orgamsam yang senap saat dapat diatur ulang sesuai dengan kebutuhan
- {ngamsaSI agar dapat secara fleksibel menyesuatkan diri  dengan
perkembanoan Imgkungan strate_nk yang melingkupinya. Budaya Organisasi
harus mampu menyesumkan dmnya secara otomatis karena kelenturan dari
nilai-nilai strategis dan arﬂfaknya. Sedangkan nilai-nilal intinya merupakan

ciri khas. st.xatu. c.).rgéu.i.sasi yang membedakan dengan organisasi lainnya.

b. Masalahnya sekarang apakah korupsi telah menjadi budaya kita, budaya

'baﬁgsa Indonesai? Kita tidak perlu terlalu sentimentil, korupsi ada dimana-
nﬁana terﬁnasuk | di négara-neoara maju  sekalipun. Korupsi merupakan
| pen} akit Orgamsasz” dlmana kalau hal tersebut dibtarkan secara berlarut-larut
akan menrrhancurk'm organisasi ifu sendiri. Oleh karena itu harus dicari
obatnya agar dapat disembuhkan.

. Susan Rose — Ackerman (Corvuption and Goverament Causes, Consequences
and Reform, 2000) yang diterjemahkan oleh Toenggoel P Siagian (Korupsi,

Pemerintahan, Sebab Akibat dan Reformast, 2006) mengemukakan :

1) horupsz adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Hubungan pemberi-penerima jasa di sektor publik_membuka peluang

untuk berkorupsi, tanpa membedakan peran umum dan peran pribadi
seorang pelaku. Di sektor swasta kebiasaan memberi hadiah berlaku
umum dan sangat dihargai, tidak ada yang merasa anch untuk berfaku
serupa di muka umum. Di negara berkembang membuat perbedaan yang

jelas antara tinokah laku apa vane diterima dan ditolak berdasarkan norma

budaya mereka sendiri. Toleransi terhadap korupsi sebenarnya hanya

mencerminkan sikap pasrah atau takut terhadap pembalasan Jika mereka
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) :':"':3'_"'n1c:ngadu JIRa pcmbcnan hadlah dan patronage dztenma dengan baik, ada

beban yang ndak kehhatan dan ndak beﬂitu dthayatl oieh umum. Hmu

"ei\onom] tldak dapat menjawab pertanyaan peridnyaan buda)a teatapi

' 'dapat memban[u memaham1 1mphkasx dan pzhhan—pmhzua masyarakat.

Masyaraix.ai dapat bertanya apakah I\eblasaazz bazdaya telah menjadi beban

E bam pertumbuhau ekonomz dan mengizamba{ efi SBIHSI bxrokms;

Dueiaskan petbedaan antara suap, 'harga 'hadlah/i\ado dan pemberian,

'Kesu 1tan yan0 membedakan amara pembenan dan suap berakar pada

I\esamaan dasarnya drmana hukum tzdak menuntut adanya manfaat timbal

 balik (gz::d pfo quo) Pembayaran dapat d[bedai\an dalam dua ciri : (1)

apahah secara eiwpizsxt texdapat qurt p.’O quo? J;.ka ada transaksi tersebut

'adalah punjualan Penjualan maupuﬂ smp memmbull\'m kewajiban timbal

. bdhl\ Pemberi fan kepada Badan Ama] tidak melibatkan kegunaan timbal

balik, (2) I\edudukan kelembagaan p°111b6r1 dan penerima bayaran apakah

mereka bawahan-a{asan atau tidak, seperti bon restoran dibayarkan kepada
pcxmhl\ t[p kepada peiayan tzlauﬂ kepada negara, suap kepada polisi. para

atasan membayar hadiah natal/lebaran kepada bawahan, pedagang

memberikan tip kepada pemual untuk j jasa pelayanan yang menyenangkan.
Namnn ada juga yang tidak jelas bentuknya kewajiban terhadap
masyarakat, seperti politis kepada pemilihnya, mempunyai keleluasaan
yang besar, keinginan untuk terpilih kembali meupakan hambatan bukan
penghalang uatuk melakukan kerja sampingan yang menguntungkan. Quid
Pro Quo sering tidak jelas, dimana donor sering’ mengatakan hanya
sckedar memberi sumbangan, orang lain mungkin tidak setuju

Memusatkan perhatian hanya kepada dua dimensi ini — eksistensi quid
pro quo dan kehadiran atau ketidakhadiran bawahan—menghasilkan 4

katagori yang disebut suap, tip, pemberian dan harga pasar.

Pembayaran ke pmilik ] ; g - Pemberian

Pembayaran ke bawahan : ‘ Tip




( 1) Suap. dan pember;an vang tcxmuat dalam moral, mengidentifikasikan
pembayalan hanva. da lam bentuk hubungan kelembagaan dan
€l\SISI€?nSi qmd pm quo walaupun tldak acia Imbal balik yang eksplisit,
. mungkm saja ada hdxapan balas _]asa yano mrsuat _

U (?) i’unbcrxan bc; bcda uau harga ]\arum kutxadaan qu:cz’ pro guo secara
C eksp s:t namun munox\m terdapa{ hubunoan yang lebih halus antara

pcmbeuan deng'm Imgkah aku s penenma pembcnan
- _(.)) Dau anahsm ekouonn baku pembeuaﬂ nmkm lama mdkm meﬂga;ah
ke harga dalam pergerak an dan sumbanoan ddll organisasi dengan

' tuguan amal ke sumban@n I\epada oknum mlsi\m dan tidak dikenal,

sumbanodn Lepada teman dan kerzbat sampai ke sumbangan kepada
_ oknum yang berada pada kedudukan yang dapat membantu si pemberi,
hubungan pribadi antara pembeii dan penerima, antara pembeli dengan
IpE‘I.l_jU‘dl merupakan demensi  paling penting dari  transaksi yang
mempunyal nilai intrinsik terlepas perannya datam mengatur transaksi.

(4) Suap kepadé petugas menyebabkan serentetan distorsi pada kegiatan
birokrasi dan swasta. Suap yang merajalela menunjukkan bahwa
masyarakat - jaringan kelembagaan  secara efisien. Jika banyak
pelanggan terbiasa menyuap petugas mungkin lebih berguna jika
pelanggan meﬁyewa s1 petugas untuk berurusan dengan atasannya.

(5) Mana lebih efisien menyewa tenaga ahli langsung atau membayar
tenaga ahli mefalui organisasi besar yang menggaji tenaga ahli
tersebut. Para pihak yang berperkara membayar pengacara gratis yang
disiapkan pemerintah, lebih baik diswastakan dengan menvisakan
subsidi kepada merela yang tidak mampu.

(6) Jika ada bukti bahwa para pihak yang berperkara membayar hakim
untuk mempercleh keputusan yang menguniungkan, maka hal ini tidak
dapat dibenarkan, justru merongrong penegakan hukum, hakim telah

fﬁengangk_a{ sumpah mempertahankan kaidah-kaidah umum hukum.

/) Pemegang lisenst wiralaba (penjual) memperoleh keuntungan melalui
gallg peny P 2

pelayanan yang baik bukan dari menerima suap untuk hal yang sama.
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P111han sepem ini ndak sela!u tersedla bagl bzrokrasx yam memiliki

Leluwesan teibatas sehmgga sukar mcreorgan1sas1 hubungan
: _':kedmasan J tka bxrokra51 memaka: Jasa yang dikontral\ plhak swasta
':':"'menoadakan mteoxam vem}\al umuk menaatam kesukaran
"."'_penwa\\asan Fuugm fung31 blrokram tidak mungkm ‘dapat diatur
"-".."isepem suatu pasar swasta sehmgga udak semua msennt korupsi

= .-"’_":_dalam blrokraSL dapat d1hapus

(8) sz adaiah sesuatu yang secara hu§\um ttdak d;haruskan diberikan

‘secara mformal dengan jumiah tid&k dxtc—:ntuhan [E[Sﬁ:iah pada perberi.

'T1p membtzka ixesempatan pelanggan untuk menilal mutu pelayanan
'dan masuk akal bita pelanggan merupakan pengamat yuﬂ lebih baik
dibanding manajer. Kalau tidak Iebih baik manajer yang memberikan
pe'nghargzién sendiri kcpédéx karyawémaya berupa nilai jumlah
penjualan, namun masih lebih ampuh Tip. Hal ini juga berakibat
beri{u'rangﬁya pemasukan apabila tip mengakibatkan diskriminasi

' pe[ayanan, Sépel'ti petﬁgas bea cukai memberikan pelayanan khusus
kepada mereka yang mampu memberikan sogokan.

(9) Pemberian dan suap memiliki kesamaan penting yaitu pihak yang

kecewa tidak dapat pergi ke pengadilan untuk menuntut pembayaran
ataw menuntut pelaksanaan kontrak yang tersirat. Cara-cara di lvar
hukum seperti kepercayaan, reputasi psnyanderaan dan kewajiban
timbal balik banyak dibutuhkan dalam kaitan kontrak bissa, namun
meng.anc'iung kerawanan dapat melancarkan kesepakatan korupst mau
pun pemindahan kekayaan demi amal. Kelakuan yang Hiumnya
terpuji dari penataan suap dan pemberian dalam beberapa hat dapat
merongrong efisiensi dan pembangunan ekonomi.

(10) Mafia Sisilia eksis di Malia kerena kelemahan birokrasi dalam
menangani transaksi properti dalam masyarakat, birokrasi gagal dalam

menvediakan cara vang dipercava untuk menengahi perselisihan. dan

untuk mengatur pemindahan  kepemilikan kekayaan sehingga
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_menumnkan tmgkat kepercayaan masyarakat kepada birokrasi,
' muncuiiah maﬁa begﬂu puia yang ter jadi di Rusia,
__(a) }xepemayaan dapai berkurang karena tidak adanya legitimasi dan
- l\e.s.e.l.n.c.’gupan blrokras: masyaraixai tidak percaya blrokrasa dapat
mencnﬂain Lonﬁlk dengan adil dan elisien schingga mencari pihak
- _ :'.lam t:daL ada ka:tannya denfran hubungan pnbadt y&nﬂ erat, pada
| hakekatnya kepercayaan akan tlmbul manakaia b;rol\rat bertindak
_obycktaf dan tanpa perasaan. _ _ _ 4
'. (b) Orang blsa salmg mempercayai karcna ada hubungan pribadi yang
dekat yang terbina oleh kaitan kekeluargaan, bisnis ataupun
.pérsahaba_{an._ Hal ini dapat mempengaruhi perpindahan kekayaan
baik secara korupsi maupun secara amal.
{c) Pemberiah dan suwap akan menjadi lebih umum apabila

penyelesaian sengketa hukum mahal dan memakan wakiu lama.

Sejalan dengan lemahnya hukum maka saling percaya menjadi

penting. Kedua belah pihak dalam persekongkolan sama-sama
memiliki kepentingan untuk mengkaburkan masalahnya terhadap

dunia luar sesuai kepentingan masing-masing. Suap sering

dimaknai sebagai pemberian untuk menghindari konsekuensi
hukum, di lain pihak sikap bermuka dua ini sulit untuk menuntut
pelaksanaan janji dari sang birokrat.

(d} Kepercayan memiliki arti penting dalam persekongkolan korupsi
dimana hubungan pribadi yang berat dapat menjamin kewajiban
quid pro quo dipenuli, namun keluarga yang kecewa menjadi
sangat berbahaya, karena anggota keluarga vang sakit hati akan
merasa nikmat untuk mempermalukan saudaranya yang korup.

(11) Reputasi di pasar resmi tumbuh dari perilaku yang berulang kali
secara konsisten yang dapat menggantikan hukum atac hubungan

saling mempercayai,

{a) Reputasi memberi imbalan yang lumayan mendorong orang man

menolong anda, sebaliknya reputasi mencederai orang yang tidak
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: mumpaﬂ janp menjamm teriaksananya kesepakatan korup tetapi
j{if’a membuat orang segan untuk berurusan dengan anda.
' (b) Reputasi - memainkan ', p_era_r;a:}___-pad_a kedua sisi dari transaksi
pemberian dan suap., . o '
(c) Sisi i eoal arl suap. dan --sisi legal -pemberian  mentbuat

pembcmukan reputasu daiam suap Eebzh sukar darapada pembcr:an

: -y:;ang bcr_bcda_. H_ai ini __m_en_dorpng pada pembert agar tidak dicap
. pelit tetapl juga untuk menjamin pelayanan bermutu. Pemilik jasa
layanan dapat memasang tarif untuk jasa pelayanan yang berbeda.

(¢} Suap tidak dapat diumumkan, hal ini merupakan kelebihan dari
pemberian yang dapat diumumkan. Sumbangan kampanye politik
vang berada di dekat garis batas suap dengan pemberian
tergantung aturan dalam undang-undang kampanye.

(f) Makin tegas aturan UU teatang sumbangan pribadi dan pendefini
sian suap makin sulitlah untuk membangun reputasi. Membeniuk
reputasi diantara pelanggar hukum hanya mungkin dilakukan
diantara orang-orang yang dikenal, resikonya pihak pertama vang
menyatakan mau menerima suap akan menjadi bulan-bulanan dari
pihak yang mau melaporkannya. Peran pihak ketiga menjadi
penting dengan bahasa tawar menawar terselubung dan
mengandung arti ganda kecuali bagi orang dalam.

(¢) Sistem korupsi yang stabil iebih mudah dikendalikan pada pasar
lokal ketimbang nasional dan internasional, karena yang
berkomunikasi terbatas dan dapat dilaksanakan secara mudah.

{(h) Biaya membentuk reputasi tidak begitu berat bila suap diterima
secara umum dan penegakan hukum yang dipercaya tidak terdapat.

(1) Reputasi sebagai sandera adalah merupakan jaminan bagi pihak

PETTANTA Uitk HeHakss piiEk Kédud meraksanakan Komiiniernya,

vang dapat ferjadi juga dalam soal amal.
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(12) Banyak pengusaha mengembangkan kewajiban timbal balik jangka
pfmja.n setlap orang punya i\epentmgan pribadi dalam bertindak

'--sccaza benanggung _]awab aoar di kemudian hari mendapatkan

'lmbaidn Lebahkamlya dari pxhal\ lain. Dalam dunia vang korup,

pelitisi. A memberikan - proyek polmsl B dengan larapan

' -.-:j-'-_d l\emudxan hari polmsz B nwndukuno proyek politisi A. Disini

| :-.':;su%\ar dibeda}\an antara pembenan dan suap Hadiah dan bantuan

i -_hauzwhm dapat dlanggap sebaga1 sesuaty yanfr tidak patut.

(13} Ekonomi pasar membuat pemisah yang formal dan informal antara
'Imbunéan dagang yang impersonal dengan jabatan resnu di satu
“pihak dengan ikatar pribadi di lain pihak. Pemisah antara pasar

dan keluarga, antara sektor umum dan pribadi maupun swasta
biasanya kabur dan terus berubah.

4} Definisi Suap dan pemberian adalah masalah budaya, tetapi “budaya®
merupakan sesuatu yang dinamis dan selalu berubal, jika perilaku yang
dicap “korup” tetap dianggap sebagai kebiasaan pemberian hadiah atau
persenan yang wajar dalam suatu negara maka kebiasaan ini hendaknya
dibuat menjadi legal dan dilaporkan. Tetapi apabila dianggap membebani
seluruh penduduk perlu diadakan penelitian, definisi ini akan selalu
berubah tergantung seberapa besar beban yang timbul bagi warga
masyarakat dengan membiarkan suap yang dilakukan oleh politisi dan
birokrasi

d. Dari uraian diatas dari segi budaya yang merupakan perekat suatu organisasi
diperlukan nilai-nilai yang mengikal diantara warga organisasi dan dipaluhi
bersama, terdapat keselarasan antara norma-norma hukum dan norma-norma
sosial yang menjadi artifak bagi pelaksanaan tata hubungan antara anggota
satu desgan lainnya, antara anggota dengan pimpiran dan dengan pihak luar
oiganisasi, begitu pula yang berlaku untuk birokrasi. Nilai-nilai tersebut

dipatuhi dan dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya harus

dapat ditegakkan oleh aparat kontrol secara efektif, yang akan lebih berhasil

guna apabila ferdapat keseimbangan antara self control, internal control dan
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'-.'socza! conn 01 Dzbedakan antara Suap, pembertan harga dan tip yang
:'_ _'merupakan I\eempat masalah yang S&]Inf’ terkalt dalam permasalahan korupsi
dI BirokraSI Dengan derm!\tan “Budaya Korup51 yang katanva melekat pada
.'b'mnsa m1 dapa[ dzatasz denﬂan pembuatan aturanwaturan _yang dapat dibentuk

"dcnnan nmmpcrlankan secrx yumdls (‘?Psuzu !\etcntuan) sosiologis (dapat

U diterima masyarakat) dan f Josof is (tujuan pcmbuatan peraturan bukan untuk

- .'f_manasaﬁ}\asx I\emauan penaambil Repuiusan tetapx benar-benar didasarkan
".pada rasa keadﬂan hukum dan kepasttan hukum masyarakat.

7. PIZRUMUSAN ATURAN DAN PENGELOLAAN BIROKRASI DARI
ASPEK POLITIK YANG MAMPU ME LIN_DUNG{_DI_RI TERHADAP
KORUPSI . _ _

a. Pamce ad__any_a Politik adalah Panglima kiranva tidak tepat lagi di dalam suaty
.nésza.ra.. vang .dcmolxza[is Z\aréna di dalam negara demokratis penyaluran
kehmda%\ rakyat sebagai pemegang kekuasaan  harus diatur dalam suatu
kerang ka hukum. Kita tahu bahwa pembuatan hukum merupakan Keputusan
poImi\ tetapi keputusan politik juga harus yang berkedaulatan rakyat, artinya

dibuat untuk mewadaiu aspirasi rakyai bukan kemauan birokrat maupun

pribadi wakil rakyat. Dengan demikian perilaku politik harus tetap dalam
kerangka hukum apalagi di negara yang memiliki prinsip Supremasi Hukum
seperti negeri tercinta ini. Jangan lagi masalah hukum diselesaikan melajui

konsensus politik, seperti kejadian-kejadian di masa laly sekalipun sudah

berada di dalam era reformasi.

b. Susan Rose — Ackerman (Corruption and Govermmerit Causes, Consequences
and Reforn: 2000) vang diterjemahkan oleh Toenggoel P Siagian (Korupsi,
Pemerintahan, Sebab, Akibat dan Reformasi, 2006) mengemukakan ¢
1) Kotupsi merupakan gambaran hubungan antara negara dengan sektor

swasta, kadang-kadang birokrat menjadi pelaku dominan, kadang-kadang
swasta yang dominan/paling berkuasa, Kekuasan tawar menawar relatif

antara keiompok ini menentmkan dampale-lreseluruhan Rottpst-tertiadap

masyarakat dan pembagian keuntungan antar penyuap dan yang disuap.
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2) Dcmokrahi merupakan ungkapan yang telalu umum untuk dapat menggam
-bazkan mn%azan bentuk p{emermtahan pada suatu negara, yang bisa macet
_ "sama sekah dalam Lon{eks lam _namun korupm merupakan salah satu
"'--*bcniuk kemacetan pcmermtahan Mungianah demol\rasz menjadi strategi
" dﬂ[l kox upsﬁ YantT Jcids Lemgman untuk terp1 ih i\embalz blasanya menge

E\d[l‘% J\uakusan saora;w poisusx sementara itu perlmdunﬂan hak-hak

Zmadam dan I\ebebasaz} bcrbzcara menjacil baozan proses pemilihan
o demokrahs memungkmkan terbentuknya pemcrmtahan yang terbuka dan
1ransparan ddn dxdahm negdrd yang non demokratis sangat rentan
terhadap msennf korupm karena pemerintahan tidak perlu  dibentuk
berdasarkan pcrzmbangan l\el\uatan
3) Sifat korupsi bukan sa_;a tercamung pada birokrasi tetapi juga dari swasta
uhmanya kekuatan yann memiiiki monopoli dalam berhadapan dengan
vang lain. Demokrasi yang berhasil perlu mendorong tumbuhnya pasar
 swasta y_ang saiing bersaing dan membangun  sistem  politik yang
menghidupkan persaingan. Dibedakan kleptokrasi di kalangan puncak
dengan kala'ng'én birokrat bawahan, juga dibedakan entara swasta vang
korupsi ukuran kakap atau pembayaran suap terdesentralisasi antara
sejumlah besar oknum danb perusahaan. Keempat kasus pokok dalam
k{;rﬁpSi di bidang politik adalah : Kleptokrasi, monopoli bilateral, negara

didominasi mafia dan suap yang bersaing :

Suap terpusat di Kleptokrasi \/Ionopoh Bilateral
puncak pemerintahan | {a) negara pemeras atau

{b) negara yang lemah

Banyak penerima Suap kompetitif dengan Negara yang dido-

suap di jajaran adanya kemungkinan spiral | minasi Mafia.

rendahan pemerintah
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4 .Kféptc;krasi, adalah 6rang yang mendapatkan kekuasaan yang dijalankan
‘untuk mengunt;zng]_(az; diz'i_. sendiri  secara tanpa dasar yang dalam
kenyataannya _dép_ai d._.i.l.;sr__n_t_x.kak_an. hal-hal sebagai berikut:

- :'( 1) Dua f_ﬁani@h é;_{sz._l_-_'jm'_ b_«_ér_up_a di satu sisi seorang kepala negara vang
kua dapat m«,ngorga .nisir_ sistem politik untuk memaksimalkan
l\csanggupannya menar;i\ _kt:_ﬁn_tuﬁgan_ t_éz_}pa dagar, sepertl penguasa

i antransportasz Ige.:ééé'__.ap:i dan ;ﬁcifi_s{rikaﬁ, dengan menentukan harga
té.'xi.;:)a cfésér, .dil.ai.n. pihak “Bandit Tak Bergerak” yaiw seorang
swasta yang memegang monopoli mengejar efisiensi produksi letapi
membatasi hasi] ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan dengan
membatasi produksi karena keuntungan diperoleh dari selisih harga
Jual dengan harga pokok.

(2)  Kleptokrat akan condong memindahkan sebagian besar keuntungan
& kantong pribadinva dan menentang  kebijakan membagilian
kekayaan secara huas tanpa ada kesempatan menarik upeti di tingkat
pusat. Penguasa yang korup akan menyokong  kebijakan yang
mempertinggi keuntungan pribadi walaupun hasilnya berupa kemak
muran umuin yang lebih rendah,

(3) Kleptokrat sebagai penguasa menguasai negara tidak sceara
keseluruhan di bidang ckonomi, memaksimalkan kekayaan pribadi,
tidak didukung sumber daya yang bagus dag kerancka hukumnya
tidak jelas. AKhirnya yang dihadapi adalah ketidak efisienan, tidak
menambah penghasilap nasianal,

(4)  Kleptokrat vang lemah cenderung mempertahankan negara yang

gembung dan tidak efisien untuk memaksimalkan peluang korupsi. P

Sektor negara dianggap sebagai sektor pribadi, pengendalian
kekayaan negara tidak ada pembatasan mana milik pribadi dan mana

milik negara. Masalalinya bukan pada pucuk pimpinannya letapi

pada.Keoninsgg. eng-bertisahin memperkaya diri mereka sendiri.
{5) Sistem reoulas dianggap sebagai sumber keuntungan pribadi,

regulasi dan persyaratan lisensi diadakan unuwk untvk menciptakan
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rintangan dan perusahaan yang menghindar harus membayar, untuk

‘menaat ini perlu dilegalkan.
(6) | Kleptokrat cenderung. meﬁ_swastakan monopeli dan yang tidak
efisien sehingga' dia méhdapé{kah keuntungan besar sementara itu
' swasta akan tertarik membeli a;ﬁabila birokrat akan tetap membuat
L.ebxjakan yang Wd_[d{' sehmgna akan menguntungkan apabila
diswastakan, kleptol\rat yangj kuat memalankan negara yang kejam
dan efisien hany"s dibatasi 0§Lh ketidak sanggupannya membuat
komitmen yang dapat dipercaya.

(7 Pegawai bawahan yang korup dapat menumbuhkan kelambanan dan
ketidak efisienan dan birokrasi berlebiban serta campur tangan antar
jawatan, hasilnya penghasilan nasional bersih turun dan bagian
penguasapun kut turun

5) Meonopoli Bilateral dan negara-negara yang didominasi Mafia :

(I} Seorang penguasa korup berhadapan dengan satu lawan saja, sama
dengan monopoli bilateral, kemungkinan menarik keuntungan tanpa
dasar dibagi antara vang menyogok dan disogok, cara pembagiannyva
menentukan pembagian kue.

(2) Kalau keuntungan tanpa dasar hanya dapat diciptakan atas bantuan
negara dan penguasa takut hasilnya jatuh kepada [awan, maka
penguasa tidak berbuat apa?, setiap pihak berusaha membuat kondisi
lebih buruk, dan berusaha menyita harta pihak lain dengan
kekerasan.

{3) MNegara yang tergantung pada ekspor, biasanya mengadakan
hubungan jangka panjang dengan perusahaan muitinasional.

(#)  Monopoli bilateral dapat timbul dalam beberapa kasus perjanjian
khusus, ada insentif kleptokrat untuk menciptakan iklim sedemikian
dengan memilik proyek mana yang perlu ditopang dan perusahaan

mana. vane  nerln disvomi tidale mensml-ag beapeeele  d3 pasas

kompetitif.
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6) Suap hompetmtf
' (I) korupsz kompcﬂhf udak dfzpai dIbandlnohala dengan pasar

(4)

(3)

) .kompctmf yan0 efel«.tif Persoalan poko!\ dlsml adalah adanya

"":'Lemunolxman umbulnya !\orupsx yang bcrtambah parah karena
:semua 1kut I\ompsa I\ecuaii mora!:a yano bcrkepala batu.

' :Apablla semula penyuap suhi mcmlllh b1rol\ral mana yang mau

dlsuap, maka dengan maraknya buol\rat yaug mau korupsi penyuap

" t1dak suht mcmlhh ongkos Lorups; vang dxtawari\anpun akan makin

rendah, menambah orang yang mau mcnawa;kan korupsi, schingga

tercapal eqzm‘zbr:um kedua yang lebih rendah,

' Apabzia tingkat moral merosot sejalan dengan bertambahnyva kasus

korupsi membantu Iterjadinya lingkaran yang menaik dan lingkaran

vang menurun.

Hal serupa juga terjadi pada probébiiitas tertangkap menurun ketika
kasus korupsi meningkat. Inji bisa terjadi bila anggaran pemberantas
an korupsi terbatas dan hanya tergantung kepada petugas yang jujur.
Sebaliknya kalau makin sedikit pemgés..)fang korup maka anggaran
anti korupsi dapat dimanfaatkan secara efektif, tetapi apabila banyak
petugas yang tidak jujur maka pemberantasan Korupsi akan makin
sulit dilaksanakan.

Kesinambungan reformasi menuntut pergerseran Keseimbangan

korupsi dari titik tertinggi ke titik terendah.

7) Dari uraian diatas dterlihat bahwa -

(n

Kleptoksasi Jarang dapat dipersamakan dengan monopoli swasta,
tidak ada hubungan langsung antara tingkat dan dampak korupsi
dengan organisasi birokrasi.

Dampak korupsi tergantung pada kuat lemahnya moral perusahaan

dan okaum yang membayar suap, Pada monopeli bilateral pelaku

knat.diobidongpemerimtabrr—day SWista "berbagt  keunfungan

ekonomi

Jurnal Kajian fimiah Lembaga Penelitian Ubhara Ja ya Vol 7 no. 3 tahun 2006 267




8.

(3) -Seorang kieptokrat yang kuat mennhadapi pengusaha swasta yang

' ~lemah. akan dapat menaor\s,ams:r negara untuk menarik keuntungan
-'..:tanpa dasar Seballixrzya swasta yang kuat deng.m birokrasi lemah

. | ._ dapat mendnk keuntungan 1mg i tanpa banyai\ membayar uang suap.
: (4) _J;i{a jumlah )anu dlSOUOI dan yang muwogok banyak timbulah

'-'__-'_3pasar yang rumlt da[am hnﬂkaran suap kompetitif, suap

. = mcmmbull\an lebth banyak suap sehmﬂga se luruh sistem penuh
| '___denoan suap, sebahknya kqu;uran dapat memmbuikan kejujuran
| Ias:mj}‘a. _

| (5} Pemimpin _rx_éformasi menghadapi iugas yang sukar untuk
11leﬁ1perjuanﬂkan !;nckaran yang berguna dan - menghalangi

' Imrr% aran yang rusak. _
(6) Demokrasi dapat membantu mengurangi korupsi apabila masyarakat
diberi pilihan melontarkan keluhan dan memberi pemegang jabatan
su.atu msentif untuk bertindak jujur, walaupun demokrasi bukan

merupakan hal yang mujarab.

¢. Korupsi sebagal masalah politik terletak pada pola hubungan antara pemegang

birokrasi dan pimpinan perusahan swasta yang bersama-sama mengelola
peluang dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Masalah
aturan main pegang peran penting serta sikap kejujuran birokrat menjadi kunci
seberapa jauh korupsi berkembang di bidang pelitik dan seberapa baik korupsi

dapat dikendalikan atau dikurangi bahkan dihiklangkan.

PENUTUP

a. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum yang
merugikan orang lain/negara.

Birokrasi adalah tatanan yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh suatu
organisasi agar dapat bekerja mencapai tujuan, yang dalam keseharian dan

dikonotasikan sebagai anaral pemerintal

Korupsi dalam birokrasi dapat disoroti sebagai masalah moral, masalah

ekonomi, masalah budaya dan masalah politik.
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d. Birokrasi yang berbasis_' _b_f_:b_a:i_s.ikorupsi_ t_erieték pada seberapa baik sistem
birokrasi didesain,’--é‘eﬁerapa Eaik:ké_s'ejah'tera'an' masyarakat dan birokrast
dibangun, seberapa_bag_us moral "bifdkrasi dibina, seberapa bagus fungsi
kontrol dilaksanakan dan seberapa bagus budaya hukum dikembangkan dalam

masyarakat.
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